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BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR & TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
SELAKU BENDAHARA SKPKD/BENDAHARA BANTUAN KEUANGAN
SKPKD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI KONAWE UTARA,

bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan Angggaran
pada SKPKD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017 perlu
menetapkan Pembantu  Bendahara Pengeluaran selaku
Bendahara SKPKD/Bendahara Bantuan Keuangan;

bahwa yang namanya tesebut pada lampiran keputusan ini
dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada huruf’a’ ;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf ’a’ dan huruf
b’ di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Konawe Utara.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang
pembentukkan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004

Nomor 5, tambahan Lembaran N egara RI Nomor 4355) M

b



10.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
pemeriksaan, pengelolaan dan  pertanggungjawaban
keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4438).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang
Standar Akutansi Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI RI.
Nomor 4503);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa Kkali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peratuaran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
system Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lemberan
Negara RI Nomor 4614); AR



Menetapkan

KESATU

KEDUA

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan
terakhir dengan Peratuaran Mentri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peratuaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pwedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 10

Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran
2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun
2016 Nomor 88);

14. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 67 Tahun 2016
tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017
(Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor
156).

MEMUTUSKAN

Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan
ini sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran selaku
Bendahara SKPKD/Bendahara Bantuan Keuangan pada
SKPKD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Konawe Utara Tahun Anggaran 2016.

Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud DIKTUM
KESATU adalah mengurus, membayarkan, menatausahakan
dan menyusun Laporan Pertangungjawaban ( SPJ ) atas beban
pengeluaran belanja bantuan keuangan sesuai yang
disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. ,&




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Kepala
SKPKD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku
atasan langsung.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe
Utara Tahun Anggaran 2017 melalui DPA Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
pada tanggal : 3 Januari 2017
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